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BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Sarana Layanan Aduan Masyarakat Pemerintah 
Kabupaten Wakatobi, dipandang perlu adanya 
Standar Pelayanan Sarana Layanan Aduan 
Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Sarana 
Layanan Aduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851}; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 144> Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDAR PELAYANAN SARANA LAYANAN ADUAN 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

5. Unda.ng-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daera.h Provinsi dan 
Pemerintahan Dae rah Kabupaten/ Kota (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 
2007 ten tang Pedoman Penanganan Pengaduan 
Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 
PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum 
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Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi 
Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 
2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
Inforrnasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2011 tentang Pedornan Fasilitasi Pengaduan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah; 

l6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wak.atobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2008 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wa.katobi Tahun 2008 Nomor 
4) sebagaimana telah diubah dua kali, tera.khir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tent:ang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1); 

19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan 
Pernbahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 

20. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan 
Masyarakat di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Waka to bi; 

21. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Sarana Layanan Aduan 
Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Wakatobi. 
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 
5. Sarana Layanan Aduan Masyarakat Wakatobi, yang selanjutnya 

disebut SALAM Wakatobi adalah Sarana Layanan Aduan 
Masyarakat yang dibentuk secara khusus dan bertanggung jawab 
kepada Bupati guna melakukan penanganan pengaduan 
masyarakat di lingkungan Pernerintahan Kabupaten Wakatobi. 

6. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari 
pengawasan rnasyarakat yang disampaikan oleh masyarakat 
kepada SALAM Wakatobi berupa sumbangan pikiran, saran, 
gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. 

7. Badan publik adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi beserta 
perangkatnya, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sadan Usaha Milik Daerah 
dan Pemerintahan Desa. 

8. Pejabat publik adalah orang yang ditunju.k dan diberi tugas untuk 
rnenduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 

9. Kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan 
publik. 

10. Pelayanan publik adalah semua jenis pelayanan yang diberikan 
oleh Pernerintah Kabupaten Wakatobi sebagai badan publik. 

11. Sikap dan/ a tau perilaku pejabat publik adalah sikap dan/ atau 
perilaku pejabat publik dalam rangka penyelenggaraan fungsi­ 
fungsi umum pemerintahan yang meliputi pelayanan (seroicing), 
pem bangunan (developing), fasili tasi (facilitating), pem berdayaan 
(empowering) dan pengaturan (regulating). 

12. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau 
bad an. 

13. Pelapor adalah masyarakat yang menyampaikan pengaduan 
kepada SALAM Wakatobi. 

14. Terlapor adalah pejabat publik dan/atau badan publik yang 
diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI TENTANG STANDAR 
SARANA LAYANAN ADUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN 

Menetapkan : PERATURAN 
PELAYANAN 
MASYARAKAT 
WAKATOBI. 
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Pasal 5 
( 1) Komponen Standar Pelayanan SALAM Wakatobi meliputi: 

a. dasar hukum; 
b. persyaratan; 
c. sistem, mekanisme dan prosedur kerja SALAM Wakatobi; 

BAB Ill 
KOMPONENSTANDARPELAYANAN 

Pasal 4 
Fungsi Standar Pelayanan SALAM Wakatobi adalah: 
a. memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka 

mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. memberikan kejelasan/kepastian pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat; 

c. menjadi alat komunikasi antara masyarakat dengan penyedia 
layanan dalam upaya meningkatkan pelayanan; 

d. rnenjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi 
alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan; 

e. melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 3 
Tujuan penetapan Standar Pelayanan SALAM Wakatobi adalah untuk 
rnernberikan kepastian kualitas pelayanan sesuai kebutuhan 
masyarakat yang selaras dengan kemarnpuan penyelenggara 
sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

Pasal 2 
Standar Pelayanan SALAM Wakatobi dimaksudkan untuk dijadikan 
acuan bagi penetapan kinerja SALAM Wakatobi. 

Bagian Kesatu 
Maksud 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

15. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pengaduan antara pelapor 
dan terlapor melalui bantuan SALAM Wakatobi. 

Bagian Kedua 
Tujuan 
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Pasal 9 
SALAM Wakatobi melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan layanan pengaduan masyara.k:at sekurang­ 
kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun. 

Pasal 8 
(1) Ketua SALAM Wakatobi melakukan evaluasi atas Standar 

Pelayanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan atas 
Standar Pelayanan. 

Pasal 7 
Ketua melakukan monitoring dan pengawasan atas pencapaian 
kinerja SALAM Wakatobi sebagaimana yang ditetapkan dalam 
Standar Pelayanan SALAM Wakatobi. 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

d. jangka waktu penyelesaian; 
e. biaya/ tarif; 
f. jenis pelayanan; 
g. sarana prasarana; 
h. kriteria/kompetensi pelaksana; 
1. pengawasan internal; 
J. penanganan pengaduan, saran dan masukan; 
k. jaminan pelayanan; 
l. jaminan keamanan dan keselamatan; 
m. evaluasi kinerja pelaksana. 

(2) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

dalam 
Wakatobi 

jawab 
SALAM 

Pasal 6 
Ketua SALAM Wakatobi bertanggung 
mengimplementasikan Standar Pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
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SUDJITON 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR tfl 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggaJ 2!() - 6 - 20 14 
SEKRETARIS DAERAH KA.BUPATEN WAKATOBI, 

Ditetapkan di Wangi - Wangi 
pada tanggal ,1' - , - 2014 

Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 10 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati, 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

HUGUA 
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